
 
 

BUPATI LOMBOK TIMUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR   
NOMOR 5  TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LOMBOK TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa   untuk    melaksanakan    ketentuan   pasal    15    

ayat     (1) Peraturan    Menteri      Keuangan    Republik    
Indonesia     Nomor 193/PMK.07 /2018     tentang    

Pengelolaan   Dana     Desa,     perlu menetapkan  

peraturan  Bupati tentang Tata  Cara  Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana  Desa  Setiap  Desa  di Kabupaten 

Lombok Timur  Tahun  Anggaran 2019. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor   69 Tahun   1958  tentang 

Pembentukan Daerah-daerah    Tingkat     II   dalam     

wilayah   Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa  
Tenggara Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur 

(Lembaran    Negara    Tahun     1958    Nomor    122,    

Tambahan Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  
Nomor  1655); 

2. Undang-Undang Nomor  33  Tahun   2004  tentang   

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun  2004  Nomor  126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011   tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2011  Nomor 82,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang     Nomor     6    Tahun   2014     tentang    

Desa (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2014  
Nomor  7, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  

Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun   2014  tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran   Negara   Republik  
Indonesia   Tahun  2014 Nomor  244,  Tambahan 

Lembaran   Negara  Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah  diubah   beberapa kali terakhir dengan     
Undang-Undang   Nomor    9   Tahun     2015    tentang 
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(2)  Pemotongan    penyaluran    Dana    Desa    sebagaimana    

dimaksud pada  ayat   (1)   dilakukan     pada    penyaluran    

Dana    Desa   tahun anggaran berikutnya. 
(3) Bupati      melaporkan       pemotongan     penyaluran     Dana      

Desa sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    kepada     

Kepala    KPPN selaku   KPA Penyaluran   DAK Fisik  dan   Dana   

Desa.. 
 

BAB 
PENUTUP 

 

 

Pasal   16 

Peraturan  Bupati   ini  mulai   berlaku    pada   tanggal   

diundangkan. Agar  setiap   orang mengetahuinya,   

memerintahkan   pengundangan Peraturan     Bupati   ini  

dengan   penempatannya   dalam   Berita   Daerah 

Kabupaten   Lombok Timur. 

 

 

Ditetapkan di Selong 

pada   tanggal 1  Pebruari 2019 

 

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

 

TTD 

 
 

M. SUKIMAN AZMY 
 

 

Diundangkan di Selong 

pada tanggal 1  Pebruari 2019 
 

SEKRETARIS   DAERAH 

KABUPATEN  LOMBOK  TIMUR, 
 
 

TTD 
 
 

ROHMAN FARLY 
 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5  
 

 


